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ABSTRAK 
MUH. RAHMAT SOHOPI (B111 08 355). Tinjauan Kriminilogis Terhadap 
kajahatan Pencurian Ternak di Kabupaten Maros (Studi Kasus Tahun 
2009-2012) ( dibimbing Oleh Slamet Sampurno dan Nur Azisa). 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah faktor-faktor 
penyebab terjadinya kejahatan pencurian ternak di Kabupaten Maros dan 
upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam 
menanggulangi kejahatan pencurian ternak di Kabupaten Maros. 
Sampel pada penelitian ini adalah para pihak yang terkait  dengan 
kejahatan pencurian ternak di Kabupaten Maros. Selain itu dipilih juga 
narasumber dari para polisi dan pelaku kejahatan pencurian ternak. 
Sampel dipilih secara sengaja. Data dikumpulkan dengan teknik 
wawancara dan dokumentasi. Data dianalisis secara kualitatif dan 
kuantitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan kejahatan 
pencurian ternak di Kabupaten Maros secara umum menunjukkan hasil 
yang fluktuatif dari tahun ke tahun, yaitu total jumlah 28 kasus dari tahun 
2009 sampai 2012, jumlah yang sebenarnya tergolong sedikit namun 
tetap memprihatinkan. Faktor ekonomi atau kemiskinan pelaku menjadi 
peranan utama mengapa seseorang dapat menjadi pelaku kejahatan 
pencurian ternak, selain itu karena faktor kebiasaan serta lingkungan 
sekitar yang menjadikan seseorang sebagai pelaku kejahatan pencurian 
ternak, kemudian faktor terakhir adalah faktor tingkat pendidikan yang 
rendah dari pelaku. Upaya mencegah terjadinya kejahatan pencurian 
ternak di Kabupaten Maros adalah upaya preventif dan upaya represif 
yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan peran serta masyarakat. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi yang 
semakin berkembang dewasa ini, maka tidak dapat dipungkiri bahwa 
perkembangan kejahatan semakin meningkat. 
Manusia banyak mengalami masalah karena faktor sosial dan kultur. 
Perubahan pergaulan hidup yang mengakibatkan perubahan pada diri 
manusia yang terjadi secara lambat maupun cepat dan dapat 
menyebabkan terjadinya suasana yang harmonis dan disharmonis 
tergantung bagaimana muatan pengaruh yang ditawarkan dan dipaksakan 
mempengaruhi pola pikir, gaya hidup, model interaksi sosial, kultur, 
ekonomi, hukum, dan politik yang dibangunnya. Kemauan yang menjadi 
penentu atas terjadinya dan meledaknya perilaku yang mendatangkan 
kebaikan bagi kehidupan antar sesama manusia atau sebaliknya.   
Masalah kriminal adalah suatu kenyataan sosial dalam kehidupan 
manusia, yang sebab musababnya kerap kali kurang dipahami, karena 
tidak terlihat masalahnya menurut proporsi yang sebenarnya secara 
dimensional. Peningkatan dan penurunan kualitas maupun kuantitas 
kriminal tersebut, baik yang ada di perkotaan maupun di pedesaan adalah 
relatif interaktif sebab musababnya. 
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Masalah kejahatan merupakan masalah sosial yang sulit untuk 
diberantas atau ditiadakan sama sekali selama manusia masih ada.  
Wirjono Prodjodikoro  (2003:33) mengemukakan bahwa: 
Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang tercela dan berhubungan 
dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melanggar hukum. 
Kejahatan adalah merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi 
oleh setiap masyarkat didunia ini. Apapun usaha manusia untuk 
menghapuskan kegiatan itu tidak mungkin akan tuntas, karena kejahatan 
itu memang tidak bisa dihapus, kecuali dikurangi intensitasnya maupun 
kualitasnya. Hal ini terutama disebabkan karena semua kebutuhan dasar 
manusia mempunyai kepentingan yang berbeda-beda, dan bahkan dapat 
terwujud sebagai pertentangan yang prinsipil. 
Dalam kehidupan bermasyarakat pasti akan menghadapi masalah-
masalah sosial, oleh karena terjadinya ketidakserasian antara kenyataan 
dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Suatu masalah 
merupakan problem sosial, apabila mempuyai akibat negatif mengenai 
pergaulan hidup dalam masyarakat. Akibat yang negatif tersebut, adalah 
suatu keadaan yang meresahkan warga masyarakat, sehinga pola-pola 
interaksi serta kelancaran proses interaksi menjadi sangat terganggu, 
suatu akibat negatif semakin besar pengaruhnya, apabila hal itu tidak 
diatasi sedini mungkin. 
Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat 
adalah pencurian. Dimana melihat keadaan masyarakat sekarang ini 
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sangat memungkinkan orang untuk mencari jalan pintas dengan mencuri. 
Dari media-media massa dan media elektronik menunjukkan bahwa 
seringnya terjadi kejahatan pencurian dengan berbagai jenisnya 
dilatarbelakangi karena kebutuhan hidup yang tidak tercukupi. Dengan 
berkembangnya tindak pidana pencurian maka berkembang pula bentuk 
bentuk lain dari pencurian. Salah satunya yang sering dilakukan terutama 
di masyarakat pedesaan adalah tindak pidana pencurian ternak. 
Salah satu bentuk kejahatan yang sangat merugikan dan 
meresahkan masyarakat terutama masyarakat pedesaan adalah 
kejahatan pencurian ternak, sebab pencurian ternak merupakan salah 
satu dari sekian banyak kejahatan yang sering terjadi di daerah pedesaan, 
sehingga tidak ada alasan yang dapat membenarkannya. Kejahatan 
pencurian ternak merupakan suatu bentuk pencurian yang diperberat, 
yaitu bentuk pencurian yang dirumuskan dalam Pasal 362 (bentuk 
pokoknya) ditambah unsur-unsur lain, baik yang objektif maupun subjektif, 
yang bersifat memberatkan pencurian tersebut, dan oleh karenanya 
diancam dengan pidana yang lebih berat dari pencurian dalam bentuk 
pokoknya. 
Ternak ditetapkan oleh pembentuk undang-undang sebagai faktor-
faktor memperberat didasarkan pada pertimbangan mengenai keadaan 
khusus pada Indonesia. Menurut pandangan pembentuk undang-undang 
bahwa masyarakat Indonesia memandang ternak mempunyai nilai 
khusus, mempunyai nilai yang lebih tinggi daripada benda atau binatang 
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lainnya. Nilai khusus ini misalnya ternak dapat digunakan sebagai penarik 
beban, mengerjakan sawah, bahkan dapat digunakan sebagai ukuran 
kekayaan seseorang. 
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penulis tertarik untuk 
meneliti dan mengkaji sebagai bentuk karya ilmiah (skripsi) dengan judul 
Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pencurian Ternak Di 
Kabupaten Maros (Studi Kasus Tahun 2009-2011) 
B.  Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan  
diatas, maka masalah penelitian yang Penulis dapat rumuskan adalah 
sebagai berikut : 
1. Apakah yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya tindak 
pidana pencurian ternak di Kabupaten Maros ? 
2.  Bagaimanakah upaya yang ditempuh aparat kepolisian dalam 
menanggulangi terjadinya tindak pidana pencurian ternak di 
Kabupaten Maros ? 
C.  Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan pokok permasalahan di atas, ada beberapa tujuan 
yang melandasi penelitian ini yaitu : 
1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak    
pidana pencurian ternak di Kabupaten Maros. 
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2. Untuk mengetahui upaya yang ditempuh aparat kepolisian dalam 
menanggulangi terjadinya tindak pidana pencurian ternak di 
Kabupaten Maros. 
 
2. Kegunaan Penelitian 
Kegunaan dari penelitian ini adalah : 
a. Memberi sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan 
hukum baik dalam bidang hukum pidana maupun kriminologi. 
b. Sebagai bahan masukan kepada masyarakat agar dapat 
terhindar dari kejahatan pencurian ternak yang terjadi dalam 
masyarakat 
c. Untuk menambah wawasan Penulis khususnya pada bagian 
hukum pidana, serta merupakan saah satu syarat dalam 
penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas 
Hasanuddin. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Kriminologi 
1. Pengertian Kriminologi 
Kriminologi termasuk mata kuliah/cabang ilmu yang baru. 
Berbeda dengan hukum pidana yang muncul ketika manusia 
bermastarakat. Kriminologi baru berkembang tahun 1850 bersama-
sama sosiologi, antropologi dan psikologi,cabang-cabang ilmu yang 
mempelajari gejala/tingkah laku manusia dalam masyarakat. Harus 
diingat pula manusia adalah makhluk yang paling berkembang 
diantara makhluk lain. 
Secara etimologis kriminologi terdiri atas dua buah kata, crime 
(kejahatan) dan logos (ilmu pengetahuan), sehingga kriminologis 
merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan. 
Namun karena kriminologi memiliki metode-metode sendiri 
dalam mendekati dan menyelesaikan masalah kejahatan sebagai 
gejala dalam kehidupan manusia, sehingga dapat berkembang terus 
menjadi satu ilmu tentang manusia yang berdiri sendiri. Selanjutnya 
dapat kita lihat dalam encyclopedia ilmu-ilmu pengetahuan sosial 
cetakan-cetakan terbaru,dirumuskan bahwa kriminologi adalah ilmu 
tentang sebab-akibat, perbaikan dan pencegahan perilaku kriminal, 
yang menghimpun sumbangan-sumbangan dari berbagai ahli yang 
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mempelajari kejahatan dan hal-hal yang berhubungan dengan itu, 
Maka dapatlah sekarang dirumuskan bahwa : 
Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab 
akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia 
dengan menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu 
pengetahuan. 
 Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari 
tentang kejahatan. Nama kriminologi yang ditemukan oleh P. 
Topinard (1830-1911) ( Topo santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2001:9) 
seorang ahli antropologis perancis, secara harfiah berasal dari kata 
“crimen” yang berarti kajahatan atau penjahat dan “logos” yang 
berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang 
kejahatan atau penjahat. Beberapa sarjana memberikan definisi 
berbeda mengenai kriminologi ini (A. S. Alam, 2010:1) di antaranya: 
1. W.A Bonger, memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu 
pengetahuan yang menyelidiki kejahatan seluas-luasnya. 
Melalui definisi ini Bonger lalu membagi kriminologi ini 
menjadi kriminologi murni yang mencakup: 
a) Antropologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang 
manusia yang jahat (somatis). Ilmu pengetahuan ini 
memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang 
jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti 
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apa? Apakah ada hubungan antara suku bangsa 
dengan kejahatan dan seterusnya. 
b) Sosiologi Kriminologi, yaitu ilmu pengetahuan tentang 
kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Pokok 
persoalan yang dijawab oleh bidang ilmu ini adalah 
sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam 
masyarakat. 
c) Psikologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang 
penjahat yang dilihat dari sudut pandang jiwanya. 
d) Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal, yaitu ilmu 
tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf. 
e) Penologi, yaitu ilmu tentang tubuh dan 
berkembangnya hukuman. 
Disamping itu, terdapat kriminologi terapan berupa: 
a) Higiene Criminal, yaitu usaha yang bertujuan untuk 
mencegah terjadinya kejahatan. Misalnya usaha-
usaha yang dilakukan oleh pemerintah unuk 
menerapkan undang-undang sistem jaminan hidup 
dan kesejahteraan yang dilakukan semata-mata 
untuk mencegah terjadinya kejahatan. 
b) Politik Kriminal, yaitu usaha penanggulangan 
kejahatan dimana suatu kejahatan telah terjadi. 
Disini dilihat sebab-sebab seorang melakukan 
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kejahatan. Bila disebabkan oleh faktor ekonomi  
maka usaha yang dilakukan adalah meningkatkan 
keterampilan atau membuka lapangan kerja. Jadi 
tidak semata-mata dengan penjatuhan sanksi. 
c) Kriminalistik, merupakan ilmu tentang pelaksanaan 
penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan 
kejahatan. 
2. Shuterland merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan 
ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat 
sebagai gejala sosial (the body of knowledge regarding crime 
as a social phenomenom). Menurut Shuterland, kriminologi 
mencakup proses pembuatan hukum. Perbuatan hukum, 
pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. 
Kriminologi olehnya dibagi menjadi tiga cabang ilmu utama, 
yaitu : 
 Sosiologi hukum 
 Etiologi kejahatan 
 Penology 
3. Paul Mudigdo Mulyono tidak sependapat dengan definisi 
yang diberikan oleh Sutherland. Menurutnya definisi itu 
seakan-akan tidak memberikan gambaran bahwa pelaku 
kejahatan itupun mempunyai andil atas terjadinya suatu 
kejahatan, karena terjadinya suatu kejahatan bukan semata-
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mata perbuatan  yang ditentang oleh masyarakat, akan 
tetapi adanya dorongan dari si pelaku untuk melakukan 
perbuatan yang ditentang oleh masyarakat tersebut. 
Karenanya Paul Mudigdo Mulyono memberikan definisi 
kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari 
kejahatan sebagai masalah manusia. 
4. Michael dan Adler berpendapat bahwa kriminologi adalah 
keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari 
para penjahat, lingkungan mereka dan cara mereka secara 
resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib 
masyarakat dan oleh para anggota masyarakat. 
5. Wood berpendirian bahwa istilah kriminologi meliputi 
keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori 
atau pengalaman, yang bertalian dengan perbuatan jahat 
dan penjahat, termasuk di dalamnya reaksi dari masyarakat 
terhadap perbuatan jahat dan para penjahat. 
6. Noach merumuskan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan 
tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang 
menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat 
dan perbuatan tercela itu. 
7. Wolfgang, Savitz, dan Johnson dalam Sociology of Crime 
And Deliquency memberikan definisi kriminologi sebagai 
kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang 
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bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian 
tentang gejala kejahatan dengan mempelajari dan 
menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, 
keseragaman-keseragaman, pola-pola, dan faktor-faktor 
kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku 
kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya. Jadi 
obyek studi kriminologi melingkupi : 
 Perbuatan yang disebut sebagai kejahatan 
 Pelaku kejahatan, dan 
 Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap 
perbuatan maupun terhadap pelakunya 
Pembagian kriminologi menurut A. S. Alam (2010:4-7) dapat 
dibagi dalam dua golongan besar, yaitu : 
1. Kriminologi teoritis 
Secara teoritis kriminologi ini dapat dipisahkan kedalam 
lima cabang pengetahuan. Tiap-tiap bagiannya 
memperdalam pengetahuannya mengenai sebab-sebab 
kejahatan secara teoritis. 
a. Antroplogi kriminal yaitu ilmu pengetahuan yang 
mempelajari tanda-tanda fisik yang menjadi ciri khas 
dari seorang penjahat. Misalnya menurut Lombroso ciri 
seorang penjahat diantaranya : tengkoraknya panjang, 
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rambut lebat, tulang pelipisnya menonjol keluar, 
dahinya  moncong, dan seterusnya. 
b. Sosiologi kriminal yaitu ilmu pengetahuan yang 
mempelajari kejahatan sebagai gejala sosial. Yang 
termasuk di dalam kategori sosiologi kriminal adalah : 
1) Etiologi sosial yaitu ilmu yang mempelajari tentang 
sebab-sebab timbulnya suatu kejahatan. 
2) Geografis yaitu ilmu yang mempelajari pengaruh 
timbal balik antara letak suatu daerah dengan 
kejahatan. 
3) Klimatologis yaitu ilmu yang mempelajari hubungan 
timbal balik antara cuaca dan kejahatan. 
c. Psikologi kriminal yaitu ilmu pengetahuan yang 
mempelajari kejahatan dari sudut ilmu jiwa. Yang 
termasuk dalam golongan ini adalah: 
1) Tipologi yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari 
golongan-golongan penjahat. 
2) Psikologi sosial kriminal yaitu ilmu pengetahuan 
yang mempelajari kejahatan dari segi ilmu jiwa 
sosial 
d. Psikologi dan neuro phatologi kriminal yaitu ilmu 
pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat yang 
sakit jiwa/gila. Misalnya mempelajari  tentang 
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penjahat-penjahat yang masih dirawat di rumah sakit 
jiwa seperti : Rumah Sakit Jiwa Dadi di Makassar. 
e. Penologi yaitu ilmu yang mempelajari tentang sejarah, 
arti dan faedah hukum  
2. Kriminologi praktis 
Yaitu ilmu pengetahuan yang berguna untuk 
memberantas kejahatan yang timbul di dalam masyarakat. 
Dapat pula disebutkan bahwa kriminologi praktis adalah 
merupakan ilmu pengetahuan yang diamalkan (applied 
criminology). Cabang-cabang dari kriminologi praktis ini 
adalah : 
a. Hygiene kriminal yaitu cabang kriminologi yang 
berusaha memberantas faktor penyebab timbulnya 
kejahatan. Misalnya meningkatkan perekonomian 
rakyat, penyuluhan (guidance and counceling) 
penyediaan sarana olahraga, dan lainnya. 
b. Politik kriminal yaitu ilmu yang mempelajari tentang 
bagaimanakah caranya menetapkan hukum yang 
sebaik-baiknya kepada terpidana agar ia dapat 
menyadari kesalahannya serta berniat untuk tidak 
melakukan kejahatan lagi. Untuk dapat menjatuhkan 
hukuman seadil-adilnya, maka diperlukan keyakinan 
serta pembuktian; sedangkan untuk dapat 
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memperoleh semuanya itu diperlukan penyelidikan 
tentang bagaimanakah teknik si penjahat melakukan 
kejahatan. 
c. Kriminalistik (policee scientific) ilmu  tentang 
penyelidikan teknik kejahatan dan penangkapan 
pelaku kejahatan. 
2. Ruang Lingkup Kriminologi 
Ruang lingkup kriminologi mencakup tiga hal pokok (A.S. 
Alam 2010:2-3), yaitu: 
1) Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana 
(making laws) 
2) Etiologi kriminal, yang membahas teori- teori yang 
menyebabkan terjadinya kejahatan (breaking of laws), dan 
3) Reaksi terhadap pelanggaran hukum (reacting toward the 
breaking of laws). Reaksi dalam hal ini bukan hanya 
ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan 
represif tetapi juga reaksi terhadap “calon” pelanggar 
hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan 
(criminal prevention) 
Yang dibahas dalam proses pembuatan hukum pidana 
(process of making laws) adalah: 
a. Definisi kejahatan 
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b. Unsur-unsur kejahatan 
c. Relativitas pengertian kejahatan 
d. Penggolongan kejahatan 
e. Statistik kejahatan 
Yang dibahas di dalam etiologi kriminal (breaking laws) 
adalah: 
a. Aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi 
b. Teori-teori kriminologi, dan 
c. Berbagai perspektif kriminologi 
Yang dibahas dalam bagian ketiga adalah perlakuan terhadap 
pelanggar-pelanggar hukum (reacting toward the breaking laws) 
antara lain: 
a. Teori-teori penghukuman 
b. Upaya-upaya penanggulangan/pencegahan kejahatan, 
baik berupa tindakan pre-entif, preventif, represif, dan 
rehabilitatif. 
3. Kriminologi Sebagai Ilmu Pembantu Hukum Pidana 
Kriminologi sebagai ilmu pembantu dalam hukum pidana yang  
memberikan pemahaman yang mendalam tentang fenomena 
kejahatan, sebab dilakukannya kejahatan dan upaya yang dapat 
menanggulangi kejahatan,yang bertujuan untuk menekan laju 
perkembangan kejahatan. 
  
16 
Baik kriminologi maupun hukum pidana mengandung unsur-
unsur persamaan (A.S. Alam 2010:14), yakni: 
a. Obyeknya kejahatan 
b. Adanya upaya-upaya pencegahan kejahatan 
Meskipun demikian, perbedaan antara kedua disiplin ilmu ini 
tetap ada. Hukum pidana masih dipandang sebagai ilmu 
pengetahuan normatif yang penyelidikan-penyelidikannya adalah 
sekitar aturan-aturan hukum dan penerapan dari aturan-aturan 
hukum itu dalam rangka pendambaan diri terhadap cita-cita keadilan. 
Hukum pidana adalah ilmu pengetahuan yang mengkaji 
norma-norma atau aturan aturan yang seharusnya, lalu dirumuskan 
dan ditetapkan, dan kemudian diberlakukan. Hukum pidana bersifat 
umum dan universal, dan disebut sebagai post factum (setelah 
kejadian). Suatu ketetapan dapat dirumuskan jikalau apabila 
permasalahan kejahatan telah terjadi didalam masyarakat, kemudian 
diberlakukan suatu aturan atau norma yang memberikan batas-
batas. 
Sementara itu, kriminologi, yang meskipun dalam beberapa 
hal berpangkal tolak dari konsepsi hukum pidana, lebih banyak 
menelusuri dan menyelidiki tentang kondisi-kondisi individual dan 
kondisi-kondisi sosial dari konflik-konflik, dan akibat-akibat serta 
pengaruh-pengaruh dari represi konflik-konflik dan 
membandingkannya secara kritis efek-efek dari represi yang bersifat 
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kemasyarakatan disamping juga tindakan-tindakan itu. Berbeda 
dengan hukum pidana yang bersifat normatif, kriminologi lebih 
mengkaji tentang kenyataan yang senyata-nyatanya, menafsirkan 
konteks, yang didapati dari hasil penelitian. Kriminologi bersifat lebih 
khusus dan terbatas. Oleh karena itu kriminologi disebut sebagai pre 
factum (sebelum kejadian), dimana kriminologi lebih mengkaji sebab 
musabab dari suatu permasalahan kejahatan. 
Lebih lanjut, perbedaan hukum pidana dengan kriminologi 
(A.S. Alam 2010:14-15), yakni: 
a. Kriminologi : ingin mengetahui apa latar belakang 
seseorang melakukan kejahatan. Pertanyaan yang 
timbul adalah mengapa mr. X melakukan kejahatan?. 
Sedang Hukum Pidana : ingin mengetahui apakah mr. 
X telah melakukan kejahatan. Pertanyaan yang timbul 
adalah apakah mr. X telah melakukan kejahatan?. 
b. Hukum pidana menetapkan terlebih dahulu seseorang 
sebagai penjahat, baru langkah berikutnya giliran 
kriminologi meneliti mengapa seseorang itu melakukan 
kejahatan. 
c. Kriminologi : memberi bahan dalam perumusan 
perundang-undangan pidana. Sedang hukum pidana : 
pengertian kejahatan telah dirumuskan (dikodifikasikan) 
dalam KUHP Pidana dalam KUHAP. 
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Meski berbeda, para ahli hukum pidana tetap memerlukan 
kriminologi sebagai ilmu pengetahuan pembantu. Dengan menyadari 
sifat tersendiri dari masing-masing ilmu pengetahuan ini, ilmu 
pengetahuan hukum pidana dan kriminologi harus bekerja secara 
berpasangan, tetapi dengan arahnya yang berlawanan. Di antara 
kedua disiplin ilmu pengetahuan ini, terdapat pikiran integrasi yang 
saling memerlukan satu sama lain. Meskipun berbeda, ilmu 
pengetahuan hukum pidana dan kriminologi tidak dapat dipisahkan. 
Dan justru diperbatasannya ini timbul persoalan-persoalan. 
 
B. Kejahatan 
1. Pengertian Kejahatan 
Kejahatan merupakan gambaran perilaku yang bertentangan 
dengan kepentingan kelompok masyarakat yang memiliki 
kekuasaan untuk membentuk kebijakan publik, atau perumusan 
pelanggaran hukum yang merupakan perumusan tentang perilaku 
yang bertentangan dengan kepentingan pihak-pihak yang membuat 
perumusan. 
Kejahatan adalah suatu nama atau cap yang diberikan orang 
untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan 
jahat. Dengan demikian maka si pelaku disebut sebagai penjahat. 
Pengertian tersebut bersumber dari alam nilai, maka ia memiliki 
pengertian yang sangat relatif, yaitu tergantung pada manusia yang 
memberikan penilaian itu. Jadi apa yang disebut kejahatan oleh 
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seseorang belum tentu diakui oleh pihak lain sebagai suatu 
kejahatan pula. Kalaupun misalnya semua golongan dapat 
menerima sesuatu itu merupakan kejahatan tapi berat ringannya 
perbuatan itu masih menimbulkan perbedaan pendapat. 
Ada beberapa pengertian tentang kejahatan menurut beberapa 
ahli/pakar (Syahruddin 2003:2-3), antara lain:  
1. Menurut J.M. Bemmelem, kejahatan sebagai suatu tindakan 
anti sosial yang menimbulkan kerugian, ketidakpatuhan 
dalam masyarakat, sehingga dalam masyarakat terdapat 
kegelisahan, dan untuk menentramkan masyarakat, negara 
harus menjatuhkan hukuman kepada penjahat. 
2. Menurut M.A. Elliot, kejahatan adalah suatu problem dalam 
masyarakat modern atau tingkah laku yang gagal dan 
melanggar hukum dapat dijatuhi hukuman penjara, hukuman 
mati dan hukuman denda, dan seterusnya. 
3. Menurut W.A. Bonger, kejahatan adalah perbuatan yang 
sangat anti sosial yang memperoleh tantangan dengan 
sadar dari negara berupa pemberian penderitaan. 
4. Menurut Paul Moedikdo Moeliono, kejahatan adalah 
perbuatan pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan atau 
patut ditafsirkan masyarakat sebagai perbuatan yang 
merugikan, menjengkelkan sehingga tidak boleh dibiarkan 
(negara bertindak). 
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5. Menurut J.E. Sahetapy dan B. Marjono Reksodiputro, 
kejahatan mengandung konotasi tertentu, merupakan suatu 
pengertian dan penamaan yang relatif, mengandung 
variabilitas dan dinamik serta bertalian dengan perbuatan 
atau tingkah laku (baik aktif maupun pasif), yang dinilai oleh 
sebagian mayoritas atau minoritas masyarakat sebagai 
suatu perbuatan anti sosial, suatu perkosaan terhadap skala 
nilai sosial dan atau perasaan hukum yang hidup dalam 
masyarakat sesuai dengan ruang dan waktu. 
2. Unsur-Unsur Kejahatan 
Untuk menyebut suatu perbuatan disebut kejahatan, ada 7 
unsur pokok yang saling berkaitan yang harus dipenuhi. Menurut 
A.S. Alam (2010:18-19), dijelaskan bahwa ketujuh unsur tersebut 
adalah: 
a. Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian (harm) 
b. Kerugian yang ada tersebut telah diatur di dalam Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Contoh 
misalnya orang dilarang mencuri, dimana larangan yang 
menimbulkan kerugian tersebut telah diatur di dalam 
Pasal 362 KUHP (asas legalitas) 
c. Harus ada perbuatan (criminal act) 
d. Harus ada maksud jahat (criminal intent=mens rea) 
e. Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat 
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f. Harus ada pembauran antara kerugian yang telah diatur 
di dalam KUHP dengan perbuatan 
g. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan 
tersebut 
C. Pencurian 
1. Pengertian Pencurian 
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 362, 
pencurian adalah “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang 
seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud 
untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, 
dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling 
banyak enam puluh rupiah.” 
Unsur-unsur yang dapat diambil dari pengertian tindak pidana 
pencurian seperti yang telah dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP 
antara lain : 
1) Mengambil Barang 
Unsur pertama dari tindak pidana pencurian adalah 
perbuatan “mengambil” barang. Kata “mengambil” 
(wegnemen) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan 
tangan dari jari-jari, memegang barangnya, dan 
meengalihkannya ketempat lain. Sudah lazim masuk istilah 
pencurian apabila orang mencuri barang cair, seperti misalnya 
air dengan membuka suatu kran untuk mengalirkan kedalam 
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botol yang ditempatkan dibawahnya. Perbuatan “mengambil” 
terang tidak ada apabila barangnya oleh yang berhak 
diserahkan kepada pelaku. Tapi apabila penyerahan ini 
diserahkan oleh pembujukan atau tipu muslihat, maka ada 
tindak pidana penipuan. Dan jika penyerahan ini disebabkan 
oleh adanya paksaan dengan kekerasan oleh si pelaku, maka 
ada tindak pidana pemerasan (afpersing) (Wirjono 
Prodjodikoro, 1980: 14) 
2) Barang Yang Diambil Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang 
Lain 
Oleh karena sifat tindak pidana pencurian ialah merugikan 
kekayaan si korban, maka barang yang diambil harus 
berharga.  Harga ini tidak selalu bersifat ekonomi. Misalnya 
barang yang diambil itu tidak mungkin akan terjual kepada 
orang lain, tetapi bagi si korban sangat dihargai sebagai suatu 
kenang-kenangan yang tak ternilai dengan materi. Barang 
yang diambil dapat sebagian dimiliki oleh si pencuri, yaitu 
apabila merupakan suatu barang warisan yang belum terbagi-
bagi, dan si pencuri adalah salah satu orang ahli waris yang 
berhak atas barang itu. Hanya jika barang yang diambil itu 
tidak dimiliki oleh siapapun (res nullius), misalnya sudah 
dibuang oleh si pemilik, maka tidak ada tindak pidana 
pencurian (M. Sudradjat Bassar, 1986: 64) 
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3) Tujuan Memiliki Barangnya Dengan Melanggar Hukum 
Unsur “memiliki barangnya dengan melanggar hukum” ini 
juga terdapat pada tindak pidana ”penggelapan barang” dari 
Pasal 372 KUHP, bahkan disitu tidak hanya harus ada “tujuan” 
(ogmerk) untuk itu, tetapi perbuatan si pelaku harus masuk 
perumusan “memiliki barangnya dengan melanggar hukum”. 
Memiliki barang berarti menjadikan dirinya pemilik. Dan untuk 
menjadi pemilik suatu barang harus menurut hukum. Setiap 
pemilik barang adalah pemilik menurut hukum. Maka 
sebenarnya tidak mungkin orang memiliki barang milik orang 
lain dengan melanggar hukum, karena kalau hukum dilanggar, 
tidak mungkin orang menjadi pemilik barang. Sedangkan 
mengenai “memiliki barang” ialah melakukan perbuatan 
sesuatu, yang didalamnya jelas nampak suatu niat untuk 
memperlakukan barang itu menurut kehendaknya. Atau 
berbuat sesuatu dengan suatu barang seolah pemilik barang-
barang itu, dan dengan perbuatan tertentu itu si pelaku 
melanggar hukum. Tentang memiliki barang sendiri tidak 
lepas dari wujud perbuatan memiliki barang. Perbuatan ini 
dapat berwujud macam-macam, seperti menjual, 
menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, 
menggadaikan, dan sering bahkan bersifat negatif, yaitu tidak 
berbuat apa-apa dengan barang itu, tetapi juga tidak 
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mempersilahkan orang lain berbuat sesuatu dengan barang 
itu tanpa persetujuannya (Wirjono Prodjodikoro, 1980: 16) 
2. Bentuk-Bentuk Pencurian 
Pengaturan mengenai kejahatan pencurian dalam KUHP 
buku II Bab XXII, Pasal 362 KUHP sampai Pasal 367 KUHP 
yang dapat digolongkan sebagai berikut: 
a) Pencurian Biasa 
Pencurian biasa termuat dalam Pasal 362 KUHP 
yang bunyinya sebagai berikut : 
“Barang siapa mengambil barang sesuatu yang 
seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain 
dengan maksud untuk memiliki secara melawan 
hukum, diancam karena pencurian dengan pidana 
penjara paling lama lima tahun atau denda paling 
banyak enam puluh rupiah.” (Moeljatno, 2008: 128) 
Berdasarkan uraian di atas unsur-unsur tindak 
pidana pencurian biasa adalah : 
 Perbuatan mengambil 
 Barang yang diambil 
 Barang milik yang dicuri harus seluruhnya 
atau sebagian milik orang lain 
 Tujuan memiliki barang secara melawan 
hukum 
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b) Pencurian Ringan 
Pencurian ringan diatur dalam Pasal 364 KUHP 
yang berbunyi: 
“Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan 
pasal 363 butir 4, begitupun perbuatan yang 
diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak 
dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan 
tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang 
yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, 
diancam dengan pencurian ringan dengan pidana 
penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda 
paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.” 
(Moeljatno, 2008: 128) 
Unsur-Unsur : 
 Tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau 
pekarangan yang tertutup 
 
c) Pencurian Dengan Pemberatan 
Pencurian dengan pemberatan dimuat dalam Pasal 
363 KUHP yang berbunyi: 
“(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama 
tujuh tahun: 
 Pencurian ternak; 
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 Pencurian pada waktu ada kebakaran, 
letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa 
laut, gunung meletus, kapal karam, kapal 
terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, 
pemberontakan, atau bahaya perang; 
 Pencurian di waktu malam dalam sebuah 
rumah atau pekarangan yang tertutup yang 
ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang 
yang ada disitu tidak diketahui atau tidak 
dikehendaki oleh yang berhak; 
 Pencurian yang dilakukan oleh dua orang 
atau lebih; 
 Pencurian yang untuk masuk ke tempat 
melakukan kejahatan, atau untuk sampai 
pada barang yang diambil, dilakukan dengan 
merusak, memotong, atau memanjat, atau 
dengan memakai anak kunci palsu, perintah 
palsu atau pakaian jabatan palsu. 
(2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 
disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, 
maka diancam dengan pidana penjara paling lama 
sembilan tahun.” (Moeljatno, 2008: 129) 
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d) Pencurian Dengan kekerasan 
Pencurian dengan kekerasan dimuat dalam Pasal 
365 KUHP yang berbunyi: 
“(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama 
sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai, 
atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman 
kekerasan, terhdapa oang dengan maksud untuk 
mempersiapkan atau mempermudah pencurian, 
atau dalam hal tertangkap tangan, atau 
memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta 
lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang 
dicuri. 
(2) Diancam dengan pidana penjara paling lama 
dua belas tahun: 
 Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam 
dalam sebuah rumah atau pekarangan 
tertutup yang ada rumahnya, diberjalan; 
 Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang 
atau lebih dengan bersekutu; 
 Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan 
dengan merusak atau memanjat atau 
dengan memakai anak kunci palsu, perintah 
palsu, atau pakaian jabatan palsu; 
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 Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka 
berat. 
(3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka 
diancam dengan pidana penjara paling lama lima 
belas tahun. 
(4) Diancam dengan pidana mati atau pidana 
penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu 
paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan 
mengakibatkan luka berat atau kematian dan 
dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan 
bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang 
diterangkan dalam nomor 1 dan nomor 3.” 
(Moeljatno, 2008: 129) 
 
3. Pencurian Ternak 
Di Indonesia dikenal interpretasi authentik, yang dimaksud 
dengan ternak dalam bahasa Belanda disebut dengan “vee” 
dinyatakan dalam Pasal 101 KUHP bahwa yang dimaksud dengan 
ternak adalah hewan yang berkuku satu (sebagai contoh kuda, 
keledai), pemamah biak (sebagai contoh sapi, kerbau), dan babi. 
Interpretasi dalam Pasal 101 KUHP memperluas arti ternak yang 
sebenarnya di dalam masyarakat bukan termasuk termasuk dalam 
golongan ternak. Namun dalam Pasal 101 yang disebut sebagai 
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ternak dalam kehidupan masyarakat seperti ayam, bebek dan 
sejenis unggas yang lainnya tidak termasuk dalam kategori ternak. 
Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang 
dimaksud dengan ternak adalah: “a) yang berasal dari yang 
diperanakkan oleh orang atau penduduk, b) binatang yang 
dipelihara untuk dibiakkan dengan tujuan  produksi (lembu, kuda, 
kambing dan sebagainya) atau memelihara dan 
mengembangbiakkan binatang. “ 
Dengan demikian yang dimaksud  ternak dalam skripsi ini 
adalah sesuai dengan Pasal 101 KUHP yaitu hewan yang berkuku 
satu, pemamah biak, dan babi.  
Pencurian ternak yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) butir 1 
KUHP, termasuk pencurian dengan pemberatan. Di Belanda yang 
merupakan asal pembuatan KUHP disebutkan bahwa unsur yang 
memberatkan dalam pencurian adalah pencurian tersebut 
dilakukan di padang rumput dan tempat pengembalaan (weide). 
Ternak di Indonesia merupakan hewan piaraan yang sangat 
penting bagi rakyat, maka pencurian ternak sudah dianggap berat, 
tanpa mempedulikan apakah pencurian itu dilakukan di kandang 
atau tempat mengembala. Agar seorang pelaku yang didakwa 
melakukan pencurian ternak dinyatakan terbukti melakukan 
pencurian ternak maka di sidang pengadilan harus dapat 
dibuktikan bahwa pelaku memang melakukan pencurian ternak. 
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Jaksa atau hakim harus dapat membuktikan tentang dipenuhinya 
semua unsur tindak pidana pencurian ternak seperti yang terdapat 
dalam Pasal 363 ayat (1) butir 1. Unsur-unsur pencurian ternak 
sebagai berikut:  
1) Unsur subyektif : dengan maksud untuk menguasai secara 
melawan hukum. 
Pencurian ternak dilakukan dengan maksud supaya ternak 
tersebut dapat dijual, dipotong, diberikan kepada orang lain 
atau dipakai sendiri untuk mengerjakan sawahnya, dan 
sebagainya. Semua perbuatan tersebut bersifat melawan 
hukum karena pelaku bukan pemilik ternak. 
2) Unsur obyektif 
a. Barang siapa 
Pelaku merupakan orang yang melakukan sendiri 
perbuatan mengambil ternak milik orang lain. Pelaku 
pencurian ternak biasanya terdiri dari dua orang atau lebih 
karena objek yang dicuri berupa ternak. 
b. Mengambil 
Unsur “mengambil” harus benar-benar selesai dilakukan 
yaitu apabila benda yang diambil pelaku sudah berada 
dalam penguasaannya. Menurut  Dwi Agus Veryady (2007 : 
24-25) : 
  
31 
 Apabila ternak yang diambil disimpan dalam 
kandang, maka pengambilan ternak dianggap telah 
selesai yaitu setelah ternak berada di luar kandang 
 Apabila ternak yang diambil dalam keadaan terikat 
dengan seutas tali yang diikatkan pada sebuah 
tonggak di atas halaman rumah, maka pengambilan 
ternak dianggap telah selesai setelah ternak berada 
di luar pemiliknya. 
 Apabila ternak yang diambil dibiarkan dalam 
keadaan bebas di atas sebidang tanah yang tertutup 
dengan pagar, maka pengambilan ternak dianggap 
telah selesai setelah ternak berada diluar pagar. 
 Apabila ternak yang diambil dalam keadaan 
dibiarkan berkeliaran bebas dalam hutan, maka 
pengambilan ternak dianggap telah selesai setelah 
pelaku menangkap ternak yang bersangkutan. 
 Apabila ternak yang diambil dalam keadaan sedang 
dipakai untuk membajak sawah, maka pengambilan 
ternak dianggap selesai segera setelah pelaku 
berhasil melepaskan ternak tersebut dari bajak 
tempat semula ternak dipasang. 
 Apabila ternak yang diambil dalam keadaan sedang 
dipasang di depan pedati yang dipakai mengangkut 
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barang, maka pengambilan ternak dianggap telah 
selesai segera setelah pelaku berhasil melepaskan 
ternak tesebut dari pedati tempat semula ternak 
ditempatkan oleh pemiliknya. 
 Apabila ternak yang diambil dalam keadaan sedang 
dipamerkan di suatu tempat pameran atau di pasar 
ternak, maka pengambilan ternak dianggap segera 
selesai setelah pelaku berhasil melepaskan ternak 
tersebut dari tempat tambatannya dan dibawa pergi. 
c. Ternak 
Ternak yang dimaksud adalah sesuai dengan Pasal 101 
KUHP yaitu hewan yang berkuku satu, memamah biak, dan 
babi. 
d. Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain 
Pelaku menyadari kalau ternak yang diambilnya milik orang 
lain baik sebagian atau seluruhnya. 
D. Teori Penyebab Kejahatan 
Ada beberapa teori tentang penyebab terjadinya kejahatan 
(A.S. Alam 2010:67-75), diantaranya yaitu, 
 Teori Labeling 
Persoalan pertama dari labeling adalah memberikan 
label/cap kepada seseorang yang sering melakukan 
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kejahatan. Labeling dalam arti ini adalah labeling 
sebagai akibat dari reaksi masyarakat. 
Persoalan kedua (efek labeling) adalah bagaimana 
labeling mempengaruhi seseorang yang terkena 
label/cap. Dalam kaitan ini ada dua proses bagaimana 
labeling mempengaruhi seseorang yang terkena 
label/cap untuk melakukan penyimpangan tingkah 
lakunya. 
Pertama, label tersebut menarik perhatian pengamat 
dan mengakibatkan pengamat selalu memperhatikannya 
kemudian seterusnya label itu diberikan padanya oleh si 
pengamat. 
Kedua, label/cap tersebut sudah diadopsi oleh 
seseorang dan mempengaruhi dirinya sehingga ia 
mengakui dengan sendirinya sebagaimana label itu 
diberikan oleh si pengamat, bahwa dirinya memang 
penjahat. 
Salah satu dari dua proses tadi dapat memperbesar 
penyimpangan tingkah laku dan membentuk karir 
kriminal seseorang. Seseorang yang telah memperoleh 
label dengan sendirinya akan jadi perhatian orang-orang 
sekitarnya. Selanjutnya kewaspadaan atau perhatian 
orang-orang sekitar akan mempengaruhi orang tersebut 
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untuk melakukan kegiatan lagi karena tidak ada lagi 
orang yang mempercayainya. 
 Teori Penyimpangan Budaya (Cultural Deviance 
Theories) 
Teori ini terbentuk antara tahun 1925-1940. Teori 
penyimpangan budaya ini memusatkan perhatian 
kepada kekuatan-kekuatan sosial (social forces) yang 
meyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal. 
Teori ini memandang kejahatan sebagai seperangkat 
nilai-nilai yang khas pada lower class. Proses 
penyesuaian diri dengan sistem nilai kelas bawah yang 
menentukan tingkah laku di daerah-daerah kumuh, 
menyebabkan benturan dengan hukum-hukum 
masyarakat. 
Teori-teori utama dari cultural deviance theories, 
adalah: 
- Social Disorganization Theory 
Teori ini memfokuskan diri pada perkembangan 
area-area yang angka kejahatannya tinggi yang 
berkaitan dengan disintegrasi nilia-nilai 
konvensional yang disebabkan oleh industrialisasi 
yang cepat, peningkatan imigrasi, dan urbanisasi. 
- Different Association Theory 
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Sutherland mencetuskan teori ini sebagai teori 
penyebab kejahatan. Makna teori Sutherland 
merupakan pendekatan individu mengenai 
seseorang dalam kehidupan masyarakatnya, 
karena pengalaman-pengalamannya tumbuh 
menjadi penjahat. Dan bahwa individu atau 
kelompok individu ini yang secara yakin dan sadar 
melakukan perbuatannya yang melanggar hukum. 
Hal ini disebabkan karena adanya dorongan 
posesif mengungguli dorongan kreatifnya yang 
untuk itu dia melakukan pelanggaran hukum dalam 
memenuhi posesifnya. 
 Teori Ekologis 
Kata Ekologis pertama kali diperkenalkan oleh Ernest 
Haeckel, ahli Biologi Jerman pada tahun 1869, arti kata 
Oikos yang berarti rumah atau tempat tinggal dan Logos 
bersifat telaah atau studi. Jadi Ekologis adalah ilmu 
tentang rumah atau tempat tinggal makhluk hidup. 
Biasanya Ekologis di definisikan sebagai “ilmu yang 
mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup 
dengan lingkungannya. Kalau diperhatikan di Kamus 
umum Bahasa Indonesia hal ini juga mengartikan bahwa 
Ekologis ialah ilmu tentang lingkungan, ilmu tentang 
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hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan 
lingkungan yang dihuninya. 
Lalu hubungannya dengan sebab-sebab kejahatan 
ialah bahwa kejahatan itu timbul diantaranya karena 
faktor lingkungan disekitarnya. Kalau lingkungan yang 
dihuninya merupakan suatu lingkungan yang sering 
terjadi tindakan kejahatan misalnya disitu ada tempat 
perjudian maka lambat laun dia akan bermain judi juga, 
sehingga mulai dari situ ada gejala-gejala untuk berbuat 
jahat. 
 Teori Faktor Ekonomi 
Dorothy Thomas mendapatkan suatu hubungan 
antara semua kejahatan dengan kemakmuran Ekonomi 
di Inggris, artinya bahwa kejahatan yang sering terjadi 
ialah dalam bidang ekonomi, sedikit cenderung untuk 
tumbuh di dalam periode yang tertekan (depresi) dan 
akan hilang di dalam periode yang makmur. Tapi kalau 
menurut saya, hal ini bisa saja terjadi sebaliknya yaitu 
kejahatan akan cenderung  untuk tumbuh dan 
berkembang di dalam periode yang makmur dan akan 
hilang pada periode yang tertekan atau depresi. 
Hubungan antara kejahatan dengan faktor ekonomi 
yaitu terdapat pada tingkah laku kejahatan ialah ada 
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hubungan antar kemiskinan dan status ekonomi yang 
rendah berdasarkan perbedaan antara daerah tempat 
kediaman para penjahat dan bukan penjahat, akan tetapi 
dapat disebabkan pula oleh adanya hubungan antara 
kemiskinan dan status ekonomi pada periode waktu 
yang berlainan. Pengaruh kejahatan dari faktor ekonomi 
yang menimbulkan kemiskinan di suatu masyarakat 
tertentu yang disebabkan oleh letak geografis yang tidak 
menguntungkan, hal ini mungkin diikuti oleh kemiskinan 
yang agaknya lebih dari kebutuhan ekonomi yang mana 
menghasilkan pola tingkah laku kriminil. 
 
E. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan 
Penanggulangan adalah proses, cara perbuatan 
menanggulangi. Jadi penanggulangan kejahatan adalah proses, 
cara perbuatan menanggulangi kejahatan. Penanggulangan 
kejahatan itu tidak semata-mata menghukum atau menjatuhkan 
sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran hukum pidana 
melainkan untuk memberikan perlindungan hak masyarakat dari 
gangguan apapun bentuknya termasuk kejahatan. 
Upaya penanggulangan kejahatan pada dasarnya terdiri dari 3 
bagian pokok (A.S. Alam 2010:79-80), yakni: 
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 Upaya Pre-Emtif 
Yang dimaksud dengan upaya pre-emtif disini adalah 
upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian 
untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha 
yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara 
pre-emtif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma 
yang baik sehingga norma-norma tersebut 
terinternalisasikan dalam diri seseorang. Meskipun ada 
kesempatan untuk melakukan kejahatan tapi tidak ada 
niat untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan 
terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emtif faktor niat 
menjadi hilang meski ada kesempatan. 
 Preventif 
Upaya-upaya preventif ini merupakan tindak lanjut dari 
upaya pre-emtif yang masih dalam tataran pencegahan 
sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif 
yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan 
untuk dilakukannya kejahatan. 
 Represif 
Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi kejahatan 
yang tindakannya berupa penegakan hukum (law 
enforcemenet) dengan menjatuhkan hukuman. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian 
Penyusunan skripsi ini akan didahului dengan suatu penelitian awal. 
Maka dengan itu Penulis mengadakan penelitian awal berupa 
mengumpulkan data yang menunjang masalah yang diteliti. Selanjutnya 
dalam penelitian ini, Penulis melakukan penelitian di Polres Maros, dan 
beberapa tempat yang menyediakan bahan pustaka yaitu di Perpustakaan 
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Perpustakaan Pusat Universitas 
Hasanuddin, dan Perpustakaan Wilayah Sulawesi Selatan.  
 
B. Jenis dan Sumber Data 
Jenis dan sumber data yang akan digunakan adalah  
a. Data Primer yaitu data lansung yang diperoleh melalui 
wawancara dan penelitian langsung dengan pihak-pihak terkait. 
b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi 
kepustakaan baik dengan teknik pengumpulan dan inventarisasi 
buku-buku, karya-karya ilmiah, artikel-artikel dari internet serta 
dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan masalah 
yang akan dibahas dalam tulisan ini. 
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C. Teknik Pengumpulan Data 
Pengumpulan data dilakukan dengan 2 (dua) cara yakni melalui 
metode Penelitian Kepustakaan (Library Research) dan metode 
Penelitian Lapangan (Field Research). 
a. Metode penelitian kepustakaan (Library Research), yaitu penelitian 
yang dilakukan guna mengumpulkan sejumlah  data dari berbagai 
literatur yang ada yang berhubungan dengan masalah yang 
dibahas. 
b. Metode Penelitian Lapangan (Field Research), yakni penelitian 
yang dilakukan melalui wawancara langsung dan terbuka dalam 
bentuk Tanya jawab kepada narasumber berkaitan dengan 
permasalahan dalam tulisan ini, sehingga diperoleh data-data yang 
diperlukan. 
Pada penelitian kepustakaan, Penulis menggunakan studi 
dokumentasi, yakni teknik pengumpulan data, dimana Penulis 
mengambil data dengan mengamati dokumen-dokumen dan arsip-
arsip yang diberikan oleh pihak yang terkait dalam hal ini di Polres 
Maros. 
Sedangkan pada penelitian lapangan, Penulis menggunakan teknik 
wawancara (interview), yakni teknik pengumpulan data, dimana 
Penulis mengadakan tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait 
langsung dengan masalah yang dibahas. 
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D. Analisis Data 
Data-data yang telah diperoleh baik data primer maupun data 
sekunder kemudian  akan dianalisis dan diolah dengan metode kualitatif 
untuk menghasilkan kesimpulan. Kemudian disajikan secara deskriptif, 
guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian 
nantinya. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN 
A. Faktor–Faktor Penyebab Kejahatan Pencurian Ternak di 
Kabupaten Maros 
1. Gambaran Umum Kabupaten Maros dan Perkembangan 
Kejahatan Pencurian Ternak di Kabupaten Maros. 
Kabupaten Maros merupakan kabupaten yang terletak di Provinsi 
Sulawesi Selatan, luas wilayah  kabupaten Maros adalah 1.619,11 km2 
atau sekitar 161.911 Ha dengan 103 desa/kelurahan. Secara geografis 
letak kabupaten Maros terdiri dari 10% (10 desa) daerah pantai, 5% (5 
desa) kawasan lembah, 27% (28 desa) merupakan kawasan lereng atau 
bukit, dan 58% (60 desa) merupakan kawasan dataran. Berdasarkan 
topografinya 70 desa (68%) merupakan dataran dan 30 desa (32%) 
merupakan daerah berbukit-bukit. 
Kabupaten Maros terletak di bagian selatan Provinsi Sulawesi 
Selatan, dengan posisi antara 400 45’ 50 lintang selatan dan 1090.20’ – 
1090.12’ bujur timur. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten 
Pangkajene dan Kepulauan, Sebelah Timur berbatasan dengan 
Kabupaten Bone, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa 
dan Kota Makassar, serta Sebelah Barat berbatasan dengan Selat 
Makassar.  
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Dengan bentuk topografi seperti diatas maka kondisi alam 
Kabupaten Maros sangat mendukung untuk perkembangan komoditas 
pertanian pangan dan holtikultura termasuk didalamnya peternakan. 
Perkembangan populasi ternak di Kabupaten Maros termasuk salah 
satu yang terbesar di Provinsi Sulawesi Selatan. Tercatat dalam periode 
tahun 2012 peternakan di Kabupaten Maros mengalami perkembangan 
diperiode-periode sebelumnya. Jumlah populasi ternak besar dan kecil 
sebanyak 50.619 ekor dengan populasi terbanyak adalah jenis ternak sapi 
potong 30.403, kambing 11.569, kuda 4.485, kerbau 4.041 dan babi 121 
ekor. 
Tabel 1 
Populasi dan Produksi ternak Kabupaten Maros  Tahun 2012 
No Ternak Populasi (ekor) Produksi Daging 
(Kg) 
1 Sapi Potong 30,403 275,897 
2 Sapi Perah - - 
3 Kerbau 4,041 98,294 
4 Kambing 11,569 18,520 
5 Domba - - 
6 Babi 121 - 
7 Domba 4,485 45,765 
Jumlah 50,619 438,476 
Sumber: Dinas Perikanan Kelautan dan Peternakan Kab. Maros 2013 
(http://maroskab.go.id/potensi-peternakan) 
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Melihat potensi peternakan Kabupaten Maros yang didasarkan tabel 
diatas maka sangatlah wajar dan memungkin sebagian masyarakat di 
Kabupaten Maros berprofesi sebagai Peternak dan secara tidak langsung 
juga memungkinkan terjadinya tindak pidana pencurian ternak dilokasi 
tersebut. 
Kemudian untuk menggambarkan besarnya tindak pidana pencurian 
ternak di Kabupaten Maros maka Penulis menunjukkannya kedalam tabel 
yang didasarkan atas hasil peneltian dan pengambilan data yang 
diperoleh Penulis dari Kepolisian Resort Kota (Polres) Maros. Adapun 
tabelnya adalah sebagai berikut: 
Tabel 2. 
Jumlah Kejahatan Pencurian Ternak Yang Ditangani Polres Maros 
Dan Jajarannya 
No. Tahun Jumlah Persentase 
1 2009 8 28% 
2 2010 10 36% 
3 2011 5 18% 
4 2012 5 18% 
 Jumlah 28 100 % 
Sumber: Polres Maros, 2013. 
Secara umum dari tabel di atas dapat dilihat jumlah tindak pidana 
pencurian ternak yang dilaporkan di Polres Maros menunjukkan hasil yang 
fluktuatif dari tahun ke tahunnya.  Polres maros mencatat total terjadi 28 
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kasus tindak pidana pencurian ternak dalam kurun waktu empat tahun 
terakhir di Kabupaten Maros. 
Adapun rincian tindak pidana pencurian ternak di Kabupaten Maros 
yaitu 8 kasus (28%) pada tahun 2009, kemudian pada tahun 2010 terjadi 
kenaikan sebesar 7% tepatnya dengan 10 kasus (35%), sedangkan pada 
tahun 2011 menunjukkan adanya penurunan kasus pencurian ternak 
dengan jumlah 5 kasus (18%), dan pada tahun berikutnya yaitu 2012 
jumlah tindak pidana pencurian tetap pada angka 5 kasus (18%). 
Setelah melihat tabel diatas, memperlihatkan kepada kita bahwa 
pencurian ternak merupakan salah satu bentuk kejahatan yang mestinya 
menjadi perhatian kita semua baik aparat penegak hukum serta 
masyarakat di Kabupaten Maros. Meskipun jumlah tindak pidana 
pencurian di tempat ini terbilang sedikit tetapi tetap saja hal ini merugikan 
dan menciptakan keresahan didalam masyarakat terutama korban itu 
sendiri. 
2. Faktor – Faktor Penyebab Kejahatan Pencurian Ternak 
Berbicara mengenai suatu kajian kriminologis akan sangat erat 
kaitannya dengan faktor-faktor seseorang melakukan suatu kejahatan 
atau tindak pidana, termasuk didalamnya pencurian ternak. 
Menurut Aipda Agus, penyidik anggota urusan bidang operasi (Urbin 
Ops) Polres Maros yang berdasarkan hasil wawancara (12 maret 2013) 
mengungkapkan bahwa yang melatar belakangi atau faktor-faktor 
penyebab terjadinya kejahatan pencurian ternak terdiri dari tiga faktor: 
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Yang pertama yaitu, karena faktor ekonomi. Kebutuhan 
pemenuhuhan ekonomi yang mendesak dari pelaku menjadi dasar 
seseorang melakukan pencurian ternak. Aipda Agus menjelaskan faktor 
ekonomi ini termasuk didalamnya mengenai faktor kemiskinan. Meskipun 
Penulis tidak ingin men-generalisasi bahwa semua orang yang berada 
dibawah garis kemiskinan adalah alasan kejahatan itu itu terjadi, tetapi 
Aipda Agus menambahkan bahwa sebagian besar pelaku pencurian 
ternak di Kabupaten Maros adalah orang-orang yang berada dibawah 
garis kemiskinan. 
Faktor kedua yaitu, faktor pengaruh lingkungan pergaulan. Aipda 
Agus menjelaskan faktor ini meliputi kebiasaan yang dilakukan orang-
orang tertentu untuk melakukan kejahatan pencurian ternak dikarenakan 
ia menjadikan perbuatan tersebut sebagai kegiatan sehari-hari atau 
profesi. Kebanyakan pelakunya adalah residivis atau orang yang sudah 
melakukannya berkali-kali. Faktor sosial budaya lainnya yaitu kondisi 
lingkungan sekitar, banyak pelaku kejahatan pencurian ternak melakukan 
perbuatan tersebut dikarenakan ajakan ataupun pengaruh dari orang – 
orang disekitar mereka. Baik itu keluarga, ataupun tetangga, juga bahkan 
dari lingkungan dusun dan desa. Aipda Agus pun mengakui kebanyakan 
dari pelaku kejahatan pencurian ternak didasari atas faktor pengaruh 
lingkungan pergaulan tersebut. 
Faktor ketiga yaitu, faktor pendidikan. Rendahnya tingkat pendidikan 
seseorang juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kejahatan 
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pencurian ternak, sekalipun Aipda Agus tidak mendasari pendapat 
tersebut namun menurut Penulis seseorang dengan tingkat pendidikan 
rendah serta tanpa keterampilan yang memadai akan memaksa 
seseorang untuk melakukan apapun untuk pemenuhan kebutuhan hidup 
termasuk dengan melakukan suatu tindak pidana. 
Selanjutnya Aipda Agus menjelaskan secara terperinci mengenai 
faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan pencurian ternak, dimana 
faktor pengaruh lingkungan pergaulan atau kebiasaan serta lingkungan 
berada diurutan teratas dengan 50%, lalu diikuti oleh karena faktor 
ekonomi dengan 30% dan faktor pendidikan rendah menjadi faktor 
terakhir dengan 20% 
Tabel 3 
Faktor-Faktor Penyebab Kejahatan Pencurian Ternak 
No Faktor-Faktor Penyebab Kejahatan Pencurian 
Ternak 
Persentase 
1 Faktor Ekonomi/kemiskinan 30% 
2 Faktor Pergaulan/Kebiasaan/Lingkungan 50% 
3 Faktor Pendidikan Rendah 20% 
 Jumlah 100% 
Sumber: Hasil Wawancara Responden, 2013 
Kemudian untuk menjawab faktor-faktor penyebab terjadinya 
kejahatan pencurian ternak, maka akan lebih baik jika mendapat 
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penjelasan langsung dari pihak-pihak/pelaku yang pernah melakukan 
pencurian ternak di Kabupaten Maros. Oleh karena itu untuk keperluan 
pengambilan data yang lebih akurat Penulis melakukan penelitian di 
Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II Maros. Namun pihak Lapas 
sendiri tidak memiliki data yang dibutuhkan oleh Penulis. Pihak Lapas 
menjelaskan bahwa mereka tidak mengklafisikasikan pelaku pencurian 
secara spesifik. 
Oleh sebab itu Penulis berinisiatif untuk terjun kedalam masyarakat 
dan melakukan wawancara (17 April 2013) dengan salah satu bekas 
warga binaan lembaga pemasyarakatan klas II Maros yaitu Bapak 
Umareng (50 tahun), seorang penjaga salah satu Sekolah Negeri di Maros 
dan berdomisili di Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros. Lelaki paruh 
baya ini menjelaskan bahwa keinginan untuk melakukan pencurian ternak 
bermula ketika diajak oleh beberapa temannya yang juga berasal dari 
Kecamatan Tanralili sekitar tahun 2004. Kemudian Pak Umareng bersama 
ketiga rekannya yang lain melakukan aksinya pada tengah malam di 
Kecamatan Tompobulu, mereka mencuri 2 ekor kerbau pada waktu itu 
dengan cara menyembelih hewan ternak tersebut ditempat dan 
memotongnya menjadi beberapa bagian agar mudah dibawa. Pak 
Umareng juga mengatakan apabila sudah dekat hari-hari Besar seperti 
Idul Adha, hewan ternak tersebut tidak dipotong ditempat, melainkan 
dibawa dengan mobil pickup dan dijual karena harga ternak pada hari 
besar tersebut bisa naik sehingga bisa menguntungkan. Pak Umareng 
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bersama rekan-rekannya sendiri tertangkap beberapa hari kemudian dan 
mereka masing-masing dajatuhi hukuman kurang lebih 2 tahun 4 bulan 
penjara. 
Lebih lanjut lagi Penulis melakukan wawancara (5 Mei 2013) juga 
dengan salah bekas pelaku pencurian ternak di Kabupaten Maros yaitu 
Dg. Sesse (55 tahun) yang beralamat di Kecamatan Tanralili. Dg. Sesse 
yang sehari-hari berprofesi sebagai petani ini menjelaskan faktor 
pendorong dirinya ingin melakukan melakukan pencurian ternak 
dikarenakan ajakan oleh teman-temannya dan dikarenakan keinginannya 
untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Pencurian itu sendiri dia lakukan 
di Kecamatan Camba. Menurut pengakuan Dg. Sesse perbuatannya itu 
sendiri dia lakukan sekitar tahun 2006, akibat  perbuatan itu ia harus 
membayar dengan mendekam dipenjara selama 2 tahun. 
Berdasarkan bantuan dari Dg. Sesse, Penulis berkesempatan 
mewawancarai (9 Mei 2013) Dg. Kulle (58 tahun), salah satu rekan 
seprofesi Dg. Sesse sewaktu masih aktif sebagai pencuri ternak. Dg. Kulle 
seorang bekas pelaku pencurian ternak di Kabupaten Maros, sekarang 
tinggal di Maros Utara setelah sebelumnya tinggal di Tanralili dan bekerja 
sebagai petani. Dari hasil wawancara Penulis dengan Dg. Kulle, beliau 
mengatakan bahwa pencurian ternak tidak pernah dilakukan seorang diri, 
pencurian ternak dilakukan bersama dengan teman-temannya di daerah 
Camba sekitar tahun 2006. Sama dengan Dg. Sesse, dia juga dihukum 2 
tahun penjara. 
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Melihat ketiga hasil wawancara Penulis dengan ex pelaku 
pencurian ternak diatas, maka faktor lingkungan tetap menjadi faktor 
utama seseorang itu melakukan kejahatan pencurian ternak. Apalagi jika 
kita melihat tempat domisili pelaku yang sama-sama berasal dari 
Kecamatan Tanralili, kemudian faktor ekonomi ataupun pemenuhan 
kebutuhan hidup menjadi faktor kedua. Tingkat pendidikan ketiga ex 
pelaku tersebut baik Bapak Umareng, Dg. Sesse maupun Dg Kulle yang 
rendah menjadi dasar pemikiran Penulis bahwa tingkat pendidikan yang 
rendah juga menjadi faktor pendorong kedua orang tersebut mudah 
dipengaruhi untuk melakukan tindakan pencurian ternak. 
 
 
B. Upaya Yang Ditempuh Aparat Kepolisian Dalam Menanggulangi 
Kejahatan Pencurian Ternak di Kabupaten Maros 
Upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulangi terjadinya 
kejahatan pencurian ternak yakni melalui upaya preventif dan upaya 
represif. 
Upaya preventif adalah upaya yang dilakukan kepolisian ataupun 
pihak pihak-pihak aparat hukum lainnya dalam penanggulangan kejahatan 
sebelum terjadinya kejahatan itu sendiri, dengan kata lain dengan 
melaksanakan pencegahan sejak dini. Adapun upaya-upaya preventif 
tersebut menurut Aipda Agus (wawancara 12 maret 2013) Yaitu: 
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 Dengan bantuan BINMAS (Bina Bantuan Masyarakat) 
Polres Maros dengan melakukan penyuluhan keseluruh 
wilayah di Kabupaten Maros terutama di desa-desa yang 
rawan terjadi pencurian ternak, seperti di Camba, 
Mallawa, Tanralili, dan Tompobulu. 
 Melaksanakan patroli didaerah yang rawan terjadi 
kejahatan pencurian ternak 
 Mendorong serta menggalakkan siskamling didalam 
masyarakat untuk melakukan tindakan pencegahan juga 
suatu bentuk upaya terbentuknya partisipasi masyarakat 
guna menangani persoalan pencurian ternak. 
 Upaya preventif berikutnya adalah Melalui sosialisasi 
ataupun pemberitaan melalui berbagai media baik itu 
visual ataupun cetak dalam bentuk iklan layanan sosial 
ataupun himbauan yang terpasang diberbagai ruas jalan 
terutama di hari-hari tertentu seperti jelang hari raya idul 
adha. 
Aipda  Agus mengatakan upaya-upaya diatas terbilang cukup efektif 
sekalipun belum mampu menghilangkan kejahatan pencurian ternak di 
Kabupaten Maros. Tindakan-tindakan diatas paling tidak dapat 
memberikan pemahaman kepada setiap warga untuk lebih bersikap hati-
hati dan waspada terhadap tindak kejahatan pencurian ternak yang begitu 
meresahkan serta merugikan warga Kabupaten Maros. 
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Upaya lainnya yaitu, upaya represif. Upaya represif merupakan 
tindakan-tindakan yang dilakukan pihak kepolisian setelah tindak pidana 
ataupun kejahatan tersebut terjadi. Adapun Aipda Agus menjelaskan 
(wawancara tanggal 12 maret 2013) upaya represif yang dilakukan 
kepolisian pada tahap ini yaitu dengan menindaklanjuti setiap laporan 
yang masuk termasuk didalamnya kejahatan pencurian ternak. Kemudian 
memberikan sanksi yang yang tegas kepada pelaku, guna memberikan 
efek jera kepada pelaku serta memenuhi rasa aman, kenyaman serta 
keadilan didalam masyarakat. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian hasil dari bab hasil penelitian maka Penulis 
dapat menarik sebuah kesimpulan, sebagai berikut: 
1. Faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan pencurian ternak 
adalah faktor ekonomi/kemiskinan dalam bentuk desakan 
pemenuhan kebutuhan hidup, faktor sosial budaya yakni 
kebiasaan serta dari pengaruh lingkungan sekitar pelaku, 
faktor berikutnya adalah rendahnya tingkat pendidikan pelaku. 
2. Upaya-upaya yang dilakukan kepolisian dalam menanggulangi 
kejahatan pencurian ternak terdiri dari dua bentuk yang 
pertama yaitu upaya preventif, upaya yang dilakukan sebelum 
terjadinya tindak pidana dengan melakukan penyuluhan hukum  
didesa-desa rawan terjadi pencurian ternak melalui BINMAS, 
melakukan patroli dikawasan rawan pencurian ternak, 
menggalakkan siskamling didalam masyarakat, serta 
melakukan  sosialisasi melalui berbagai media. Upaya yang 
kedua adalah upaya represif, yaitu tindakan yang dilakukan 
pihak kepolisian setelah terjadinya kejahatan pencurian ternak 
dengan menindaklanjuti setiap laporan yang masuk dan 
memberikan sanksi yang tegas kepada setiap pelaku 
kejahatan pencurian ternak di Kabupaten Maros. 
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B.  Saran 
1. Maraknya kasus pencurian ternak di Kabupaten Maros 
hendaknya menjadi bahan evaluasi bagi aparat keamanan untuk 
meningkatkan kinerja dalam hal penanggulangan berbagai 
kejahatan terutama pencurian ternak. 
2. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II A Maros hendaknya 
mengklasifikasikan data warga binaanya lebih spesifik guna 
memudahkan sistem pendataan administrasi warga binaan juga 
untuk kepentingan penelitian. 
3. BINMAS (Bina Mitra Masyarakat) yang menurut pihak kepolisian 
berada di setiap kelurahan hendaknya lebih diefektifkan 
perannya didalam masyarakat. 
4. Perangkat – perangkat Pemerintahan diberbagai tingkatan 
Kabupaten Maros mulai dari yang tertinggi hingga terendah 
hendaknya gencar melakukan sosialisasi terhadap rawannya 
kejahatan pencurian ternak di Kabupaten Maros. 
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